
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN 

 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR    7    TAHUN 2011 

TENTANG 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MADIUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk  melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu mengatur  

Satuan Polisi Pamong Praja; 

  b. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Madiun; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Dalam Lingkungan  Propinsi  Jawa Timur  (Lembaran  

Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara           

Nomor 9); 

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan  

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);  

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua 

kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4844); 
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  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah   

(Lembaran  Negara  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4438); 

  5. Peraturan  Pemerintah  Nomor 25  Tahun 2000  tentang Kewenangan 

Pemerintah  dan  Kewenangan  Propinsi sebagai Daerah Otonom 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3952); 

  6. Peraturan Pemerintah  Nomor  6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9,  Tambahan  

Lembaran Negara Nomor 5094); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan   

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4593); 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun 

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); 

  9. Peraturan Daerah  Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Madiun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 

9 Seri E); 

    

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN 

dan 

BUPATI MADIUN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG SATUAN  POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN MADIUN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang 

lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Madiun. 

3. Bupati adalah Bupati Madiun. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif 

Daerah Kabupaten Madiun. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun. 

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun. 

7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Madiun. 

8. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Madiun. 

9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi 

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap 

pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan non struktural sesuai dengan 

keahlian, profesi, keterampilan yang penetapannya dilakukan sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 

11. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian 

perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan 

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 

12. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah dalam 

penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat. 

13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Madiun. 

14. Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang 

memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan 

kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. 
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15. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan 

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. 

16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya. 

17. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik/Penyidik 

Pembantu terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana 

yang terjadi. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

Pasal 2 

 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Madiun. 

(2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

seorang Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Pasal 3 

 

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan 

Bupati, dan Keputusan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat serta perlindungan masyarakat. 

 

Pasal 4 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi 

Pamong Praja mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan 

Bupati, dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat; 

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan            

Keputusan Bupati; 
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c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat di Kabupaten Madiun; 

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan 

Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Kabupaten Madiun, dan/atau aparatur lainnya; 

f. pengawasan dan pengendalian di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, 

penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; 

g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi 

dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; 

h. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, 

administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja; 

i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi; 

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

BAB III 

WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN 

Pasal 5 

 

Polisi Pamong Praja berwenang: 

a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan 

Bupati, dan Keputusan Bupati; 

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 

d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau 

badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, 

Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; 

e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 

melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. 

 

 

Pasal 6 


